SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61 TAHUN
2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang :

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai agar

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan
dengan baik, maka besarnya tambahan penghasilan
yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 61
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati, perlu

disesuaikan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;



Mengingat

bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61
Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati telah
memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Keputusan
DPRD Kabupaten Pati Nomor : 37/KEP.DPRD/2017
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Bupati Pati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Pati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Pati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor

21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan  Pemerintahan  Kabupaten  Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 98);



Menetapkan :

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2015 Nomor 63), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun
2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 73
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 73) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil untuk mendorong kinerja pegawai agar
dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan

dengan baik.



(2)

(3)

(4)

()

(6)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan fungsi

pengoordinasian.

Untuk menilai beban kerja dan fungsi pengoordinasian
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-
masing Pegawai/Pejabat dan diklasifikasikan menurut

Eselonisasi.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut :

a. Eselon Il a Rp 15.000.000,00
b. Eselon II b (Asisten) Rp 8.500.000,00
c. EselonIl b Rp 7.000.000,00
d. Eselon III a (Camat & Kabag Setda) Rp 4.750.000,00
e. EselonIll a Rp 3.750.000,00
f. Eselon Il b Rp 3.250.000,00
g. EselonIV a Rp 2.000.000,00
h. Eselon IV b Rp 1.500.000,00
i. Fungsional Non Guru Rp 900.000,00
j- Staf Rp 900.000,00

k. Guru yang belum bersertifikasi Rp 500.000,00

Tambahan Penghasilan bagi staf yang diberikan tugas
tambahan sebagai koordinator pada Unit Pelaksana

Teknis Daerah disetarakan dengan pejabat eselon IV a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2018.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2017
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
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SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




